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KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA 

NOMOR: 420 / 0175 / B-05 / SK-PF/ IV/ 2018 

TENTANG 

TZlN PENYELENGGARAAN PENDIDlKAN FORMAL 

WALJKOTA SURAKARTA, 

a. bahwa setiap pcndirian satuan pendld.ikan formal
mcmperoleh izin dari pemerintah daerah;

wajlb 

b. bahwa setelah mcmeriksa, mengkaji, dan menilal Pcrm.ohonan Jzin
Penyelenggaraan Pendldikan Formal dari Pemobon ten:nasuk
persyara.tan teknlsnya berupa dokumen Rencana Pengembangan
Satuan Pend.idil<an, maka dapat diberikan izin Pcnyelenggara.en;

c. bahwa berdasarl<an pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huJ1lf pcdu mcncta.pkan Keputusan Walikota teotang
lzin Penyelcnggaraan Pendidikan Formnl

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kola Be:,w- Oala.ro Li.ngkungan Proplnsi Jawo. Timur,
Jawa Tengah, Jnwa Ba:rat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Uodeng Nomor 20 TaJlUo 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional ([Lembarao Negara Republik lndoocisia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undaog Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-undango.n (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nocnor 5234);

4. Uodang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan
Daerah (Lembarao Negara Republik Indonesia Ta.bun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana te.lah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pe.rubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcmerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, To.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tabun 2016 tcntang
Pe.mbeotukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah Kota Surakarta
(Lembaran Daerah Kota Surak.arta Tahun 2016 Nomor 10);
Tambahan Lcmbaran Daerah Kota Surakmta Nomor 57).

1. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 24 Tabun 2006 tcntang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Pero.turan Mcnteri Dalo.m Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tontang
Organlsasi dan Tat.a Kerja Unit Pelayanan Perfainan Tcrpadu di
Daerah;




